FERJANIAN KERJASAMA
ANTARA
FENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
NOMOR : WI0-AG/17/HE.05/1/ 2021
DENGAN
FUSAT BANTUAN HUKUM FERADI
(PFERADT TASIKMALAYA)
NOMOR : 001 /E/PBH PERADI TASIKMALAYA/1/2021
TENTANG
FENYEDIAAN JASA KONSULTASI LAYANAN BANTUAN HUKUM
FADA POS BANTUAN HUKUM FENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

Fada hari ini Selasa Tangzal Lima Bulan Januan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu
(05-01-2021), bertempat di Kantor Fengadilan Agama Tasikmalaya, yang bertanda tangan di
AT T s s e o i i s i e A A e e e Bt e 20 5

1. DES. H. NEMIN AMINUDDIN, : Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya, dalam hal ini
S.H., MH. bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Azama
Tasikmalays Kelas IA yang berkedudukan di JI. By

Fass Linggasan Desa  Singasari  Singaparna

Tasikmalaya, selanjutnya disebut FIHAK PERTAMA :-

2. M. 50VL SHOFIYUDDIN, 5.H. : Dhirekiur Pusat Bantuan Hukum PERADI Tasikmalaya
dalam hal imi bertindak untuk dan atas nama Pusat
Bantuan Hukum PERADI Tasikmalaya yang
berkedudukan di Jl. Ruke Permata Regency B No. 3
RT 003 RW 003 Tugujava Cihideung Kot
Tasikmalaya, selanjuinya disebut FIHAK KEDUA ; ---

Untuk selamjutnys PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara
bersama-sama bersepakat melakukan kerjasama untuk pemberian layanan bantuan hukum

pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Tabun Anggaran 2021 dengan
ketentuan sebagal berikul @ - cooee oo e e



BAB1
EETENTUAMN HUK LM
Pasal 1

Dalam Ferjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan & - -ommmmm s mmm s e

=

- Pos Bantuan Hukum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap

Pengadilan tingkat pertamna untuk memberikan layanan hukum berupa informasi,
konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum vang dibutuhkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlakiig-- - ccocemmmm e e

. Petugas Posbakum Pengadilan pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang mempakan

Advokat, Savjana Hukum, dan Sarjana Syariah yang berasal dari Pusat Bantuan Hukum
PERADI Tasikmalaya vang bekeyja sama denzan Penzadilan Agama Tasikmualava dan
bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan dalam pevjanjian kerja sama tersebut daw
tidak beracara di Pengadilan Agama Tasikmalaya;- - oo oom oo

- Lembags Femberi Layanan Bantuan Hukum adalah lembagza masyarakat sipil penyedia

advokasi hukum dan/alau unil kerja advokasi hukum pada orzanisasi propesi advokat
dan/atau lemabga konsullasi dan bantuan hukum diperguruan BiNgRis=s smenmcnanccoasaes

- Fenerima Layanan di Fosbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang

yang tidak mampu secara ckonomi dan/atau hidak memiliki akses pada informasi dan
konzsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informast, konsultasi, advis
hukumt, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;-r===ssesceccaaaeon .

BAB 1T
TUJUAN DAN PRINSIP
Pazal 2

I, Ferjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan
Hukum pada Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai bagian davi penyelenggaraan dan
penggunaan anggaran bantwan hukum dilingkungan  Peradilan Agama, yang
bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, untuk sebesar-besarnya pencapaian
g T T ] Bl S R el A M I S e O S s

2. Pelayanan Bantuan Hukum qeba‘-gmmﬁnﬂ dimaksud pada ayat {1} d]da_urkan p-;q.;:lq
PLINSI 1= e mmmmm s mm mme e e S o S S —
. Keadiln j-——---——- === sremmrrara s sssanssct s s ct oo e e o e A
b. ﬁ-l:d.-l:l'hi-ll'l, cepat, dan burya ringan s csecems e e
C. Mo diskriminalifis s eeeom e e s e n
Lo R B T R s L R .
e Akuntabililag-—-— - s aamsaeeaes
f. Efekfifitas dan efSiensi=—=s s smeanaccao e es e e s ss s sy
2. Bertanggungz jawab; dan - - - rm e s e e e m e naas
TR P._-,n.ﬁ_'-gjmml; --------------------------------------------------------------------------



BAB 111
RUANG LINGELF
Fasal 3

1. Ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini adalah Fengadilan Agama Tasikmalaya dan
Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum Pusat Bantuan Hukum PERADI
1L T L S

2, Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Fosbakum pada Pengadilan Azama
Tasikmalayai-----—- === rmcmemmrme ramrss s s m e e e e e e ma s s e

3. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada
ayal {I) adalah pelayanan yang disediakan oleh pemberi bantuan Hukum yang meliputi
bantuan  pengisian  formulic  permohenan,  banluan  pembuatan  surat
zugatan/permohenan, pemberian advis dan konsultasi hukumg=-====ssceccemeoeo .

4. Penzaluran mdwal dan daftar petugas Pemberi Bantuan Hukum disusun dalam
POrAnian Rer A AMIA - -~ = e

BAB IV
HAE DAN KEWAJIBAN
Pasal 4
Hak dan Kewapban PIHAK PERTAMA f=meessamcsn s e cms s ams s s st me e ceeae
1. Menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan pada Fos Bantuan Hukum

2

Pengadilan minimal bernpa satu ruangan, meja dan kupsi;------====smecceccaaoaas

. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pembeli layanan Posbakum Fengzadilan

dengan ketenhian sebagai berikit s ess oo e
a. Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan difeta plc.u_n
berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2027 j-mmemeneaoe
b. Besarnya imbalan jasa didasavkan pﬂda I.nr'nun_','u waklu layanan yang d|h-::r|k.:u1 nl:h

petugas Posbakum kepada pihak penerima jasag---—=-----c- - mommci i s e

- Melakukan monitoving setiap bulan dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap

proses layanan bantuan hukum di Fosbakum Pengadilan secara berkala minimal 3 (higa)
bulan seRal- - e e

4. Memberi sanksi kepada FIHAK KEDUA apabila melangsar isi peganjian ini, berupazs=-««--

A. Peringatan [15an; -------=ascmmsmram et s e e s e e e

b, Peringatan tertilis = e s cmse e o e

€. Pemberhentian sementarg - --menasmamas s memme t e e i a e ae

d. Pemutugan hubungan kerjasama kelembagaan;--—- - cmmmmm o
Fasal 5

Hak dan Kewajiban FIHAK KEDUA t= e cemm e e e simsms s s e

1. Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kineja vang telah dilakukan
FIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;-----



2, Mendapatkan bukti, mformas:, dan/atau keterangan terkait perkava sccava benar dari

Penerima Layanan Posbakum Pemgadilan; == ---=ccommmmmmsm e e m e rcaamaman
3. Membuat daftar petugas Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para petugas Posbakum
Fengadilan serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agamag--- - mmmmmmmmocmemeees
4. Membuat jadwal havi dan jam kegja layanan bantuan hukomg-----—--mrmeme s nmaeaees
5. Membuat dan mencatat pelayanan bantuan hukum yang diberikan pada rezister layanan
Bantuan Rk i = e e e e e s s RS A SR RS bt s e
6, Melakzanakan pemberian layanan bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja vang telah
AR | = m s mm e e e e

7.  Memberikan layanan yang profesional dan bertangzungjawaby - --=-==semeaiiaaia s
8.  Memberikan informasi hukum alau informasi lain yang terkait sccar jelas dan akurat;
9. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensify----------
1

(. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan

]'Tl:,'.lﬁl.'h'fl;l'.l,.lﬂ'l I'i::ﬁs.ﬂdiian.; -----------------------------------------------------------------
11. Menjalankan prinsip-prnsip  perlindungan  terhadap  penyvandang  disabilitas,
perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia- ---=--=--=-ssssemrsssnimasia s s s cieoe

12, Menghindari kenfhk kepentingan dengan penerima layanan poshakum Pengadilan;----
13, Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas penerima hi_',ﬁm*m pnshﬂkum
pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan;-—— - mmmmmmm v
14. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan lugas yang tldak mn:n_m-:‘l:
kewapban PIHAK FERTAMA, scperti komputer atau laptop dan sarana pendukung
T et T

15. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Pevjanjian Kerjasama intg-=-==-==-

BAB YV

MASA BERLAKU
Pasal &

Fejanjian kerjasama ini berlaku untuk 1 (sabu) Tahun Anggaran 2021 terhilung sejak langgal
ditandatanganisys Sural Perintah Kecja (SPK), dan berakhiv pada akhir tahun anggavan atau
sampai dengan 31 Desember Z0Z1 dengan ketentuan meskipun pembayatan atas Peryediaan
Jasa Konsultasi Layanan Banfuan Hukum Pada Fos Bantuan Hukum Pengadilan Agama
Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 telah terserap habis sebelum masa akhir tahun angzaran,
FIHAK REDUA sepakal dan swmp untuk fetap memberikan layanan Jasa Konsultasi Layaman
Bantuan Hukum Fada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya sampai dengan
31 Desember 2021 tanpa menuniut pembayaran apapun kepada PIHAK PERTAMA, dan/atau
apabila dikemudian hari ditermukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini PIHAK
FERTAMA dan PIHAK KEDUA akan memperbaharuinya kembali jika bdak sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlakum - oo oem o mmem s s



BAR VI
KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAMN HUELIM
Fasal 7

FIHAK KEDUA menempatkan petugas Fembert Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang
memenuhi syarat-syavat sebagai berikul - - —- s

a. Advokal alau Sarjana Syaviah atau Sagjana Hukum vang menguasai hukum islam ;-------
b,
o,

Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atan beracara di Pengadilan;------
Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus
menempuh 140 SES dan lulus mata kuligh Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara dan
selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau
Sarjana SYAri’al; - v==amemn e e e e e

d. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum 3o -
e Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadlan Agama uniuk mewujudkan
pelavanan prima Pengadilani--—--=rremmmsmemcmm e s ra e s eem
f. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama j--—-——-==smssssmsmsssmeommaoooacooon
g. Tidak beracara di Pengadilan Agama Tasikmalaya j-——-===wseemmmsmc oL

BAB VIl

FROSEDUR FELAYANAN
Fazal &

Pefugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemchon
Bantuin hukum setelah pemohon tersebut mengisi formuliv permohonan bantuan hukum
yang telah disediakan dan melampitkan jeesmssesm e mmm e
a. Sural  Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan  oleh  Kepala
Desa/Lurah/Kepala  Wilayah setingkal yang menyatakan bahwa benar yang
bersangkutan fidak mampu membayar biaya perkara atau;----===ss=sssssscaacaaao
b, Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainya seperti Kartu Keluarea Miskin (KEM), Kartu
Jaminan Kesehatan Masyavakat {Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Karbu
Program Keluarga Harapan (PKH), Karlu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu
Perlindungan Scsmial (PES), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan data
penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau vang dikeluarkan oleh
instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, stay j-----
c. Surat Permyatann Tilak Mampu membayar jasa advekal yang dibuat dan di
landatangani oleh Femohon Bantuan Hukum dan diketahui Ketua Pengadilan Aganma;-
Pemobhon yang sudah mengisi formuliv dan melampirkan surat-surat yang diperlukan dapat
langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan j------====sssssumanacan ool
Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi
layanan Posbakum Fengadilan membuatiannya secava utub dan lenghkap----—-—-——--—-..
Surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Posbakum Pengadilan
diserahkan ke pihak pemohon dalam bentuk hard copy dan soft copy;---------—-=-o-oo—-



5. Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/ pemehon dan termohon) sama-sama
mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkann bantuan dimaksud
dilakukan oleh pemberi bantuan Rukum Yang sama j----========sssssmsacaamom

BAB VIN
STANDAR FELAYANAN DAN INDIEATOR KINERIA
Fazal 9

Standar Pelayanan yang harus dibevikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai
I-'_',,;l_rikui e e R R 0 e e e o e S o R R . 5 i o o o o

1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan pringip-prinsip non dtsknmums: tanpa melihat
siapa dan latay belakang pemohon bantuan hukum;-----—----v-~- B

2, Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien, dan penuh taugguns anah sesuai dengan
kebutuhan pemohon;s ==« cccom s e e e

Pasal 10
Indikator Kinerja petugas pembert bantuan hukum dinkur melalu hal-hal sebagai berikut -

a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;----------

b, Jumilah keluhan atas pelayanan yang diberikan j- === s ess oo e o e e

c. Ferbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara vang
masuk ke Pengadilan Agama sebiap bulannya j=--sccceommmm e e

BAR X1
KODE ETIK
Pasal 11

Fetugas pemberi banhian hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum
T T e L L T R

a. Fetugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus
kepada penggugat dan Tergugal atau Pemohon dan Termohon dalam perkara yang sama ;--
b. Fetugas pembeni bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan
ramah serta menjunjung tinggi nilai-milal MOTAltAS; === ===ss sl
c. Fetugas pember bantuan bukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, savan dan atau
pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menvelesaikan
perkara di pengadilan j--===r=amemsnsmeeae s e ansss e ra e aaa
d. Fetugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya /imbalan
apapun dari pemohon bantuan hukum jeeeeeeccone
. Felugas pembert bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk
menggunakan jasa advekat tertentu dari kantor hukum fertenty j--—===s==mseeaaocaaaa o



f.

2
h.

Petugas pembert bantuan hukum tidak dibenackan melakukan pekerjaan lain selama
menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Fosbakum, selain yang telah ditentukan
dalam pecjanjan kegasama inl j--——-----c-mmmmmm e e e
Femberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citva dan
martabat Pengadilan;-—---- oo st
Fetugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan
Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama

BAB X
KOORDINASI
Pasal 12

» PARA PIHAK melaksanakan perfemuan keovdinasi sckurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam

setahun untuk membahas permasalshan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian
KEIJasamia iljs === -=mmsmmm e ammmas s m s e s et e e mm e e e e m

Dalam melaksanakan pelayanan pemberian bantuan hukum secara optimal dalam terpadu,
PARA FIHAK akan berkoordinas dengan para pengampu kepentingan di tingkal provinsi
atau kabupaten kot ;- - et e e ean

BAB X1
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

. FARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksangan perjanjian

kerjasama ini secara periodik 1(satu) bulan sekali yang dilakukan oleh ;=== oeemeeeeen

a. Hakim Penzawas Bidang vang ditunjuk dan/atau Panitera Muda Hukum pmaadimn
Agama Tasikmalaya terkait teknis yustisial j-eeeemmmemccneee

b. Pejabatl Pernbuat Komitmen (PPE)} dan Pejabat Penerima HEI.EI! Pekerjaan (PZHF) tﬂkmr

dokumen realisasi ANEZALAN j--------=-==sssmssammmece ot s mssmaa e aan
c. Penangzung Jawab F*-:m!:-:ri:-m Layanan Jasa Bantuan Hukum Evaluasi, dan Monitoring
pada Pusat Bantuan Hokum PERADI Tagikmalaya;-—----==s====smsmeamom oo

FARA FIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali
lerhadap pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini j-----==-m s



r2

BAB XII
PEMEBIAYAAN
Pasal 14

. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan

pada DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2020 Nomor
SF DIPA-005.04.2 400705/ 2021 tanggal 23 November 2020 Mata Angzaran 52213 1;---
Fembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan oleh bendahara pengeluaran Pengadilan
Azama Tastkmalaya secara langsung kepada FIHAK KEDUA dari uang persediaan satelah
terlebih dabulu d:pntnng pajak penghasilan (PPh Fm.u]},,-------—----------- e mamanas
Fembayaran imbalan jasa diberikan berdasarkan pada jumlah jam layanan dmxlmkun
FIHAK KEDUA dengan batasan tagihan jumlah jam layanan maksimal pada satu tahun
scbanyak SO0 pam Ty =« se e s e e e e s s s

BAR XIN
KETENTUAN LAIN
Pazal 15

. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku f e e e R AR e R S R B e e e
Perjanjian kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA FIHAK baik secara mandivi maupun
hersama-sa P s e e e e e e e e e e e A R AR R A e — e e e mm e A AEER RS e ——
Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan-
perubahan yang di pandang perlu oleh PARA FIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah
tambahan (addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama

Ll oo e e o i i e R R R e A R e e S e o



1.

BAB XIV
FENUTUFP
Pasal 16

FPerjanjian kexjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai
cukup serta mempunyai kekuatan bukum vang sama unluk masing-masing pithak setelah
ditandatangani oleh PARA PIHAK;- === mmm e e et e

. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama vang baik, untuk dipatuhi dan

dilaksanakan oleh PARA FIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
YARE Berlakis j- e e s e

FIHAK KEDUA FIHAK FERTAMA
DIREETUR KETUA
FUSAT BANTUAN HUKUM PEFADI PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

DES. H. NEMIN AMINUDDIN, 5.H., MH.




